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ABSTRACT

In the current era of regional autonomy, the local governments are also required to be
able to apply the paradigm of good governance in every aspect of governance.
Implementation of good governance, in local government, in the implementation of
activities related to UPTSA community service products, including in Bantul
Yogyakarta Province requires a synergistic interaction between the three components of
government, society and industrialist. The bad performance of public services, among
others not yet implemented due to transparency and accountability in the
administration of public services. Therefore, public services must be implemented in a
transparent and accountable by each unit of government service because the quality of
the performance of public service bureaucracy has broad implications in achieving the
public welfare.
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PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah pada hakekatnya adalah memberi pelayanan

kepada masyarakat. Pemerintah diadakan bukanlah melayani dirinya sendiri, melainkan

untuk melayani serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota

masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan

bersama. Paradigma penyelenggaraan kepemerintahan telah bergeser dari paradigma

rule goverment menjadi good governance. Paradigma rule goverment lebih banyak

menekankan pada bagaimana pemerintah mengeluarkan seperangkat regulasi atau

aturan untuk mengendalikan masyarakat, sedangkan paradigma good governance lebih

memberikan ruang yang luas kepada masyarakat ataupun pihak swasta untuk

melakukan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah.



Di era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat

menerapkan paradigma good governance dalam setiap aspek penyelenggaraan

pemerintahan. Konsep governance sebenamya lebih kompleks jika dibandingkan

dengan government, karena dalam governance terdapat tiga komponen/pilar, yaitu

pemerintah, swasta (dunia usaha) dan masyarakat. Hubungan diantara ketiganya harus

dalam posisi yang sejajar, setara dan saling mengontrol (check and balances), untuk

menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh satu komponen terhadap komponen

lainnya.

Koiman (1993) memandang governance sebagai sebuah struktur yang muncul

dalam sistem sosial-politik sebagai hasil dari tindakan intervensi interaktif diantara

berbagai aktor yang terlibat. Sesuai dengan karakteristik interaksi antara pemerintah dan

masyarakat yang cenderung bersifat plural, maka konsepsi governance tersebut tidak

dapat hanya dibatasi kepada salah satu unsur pelaku atau kelompok pelaku tertentu.

Begitu juga dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menghendaki adanya peran

yang setara antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik

atau good governance antara lain adalah adanya akuntabilitas, transparansi dan

partisipasi. Akuntabilitas adalah kapasitas suatu instansi pemerintah untuk bertanggung

jawab atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Transparansi berarti

terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi

terkait - seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah

- dengan biaya yang minimal. Sedangkan partisipasi merupakan perwujudan dari

keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat tidak

hanya dijadikan obyek belaka, melainkan sebagai agen pembangunan yang mempunyai

porsi penting.

Implementasi konsep good governance pada pemerintah daerah dalam

pelaksanaan kegiatan di UPTSA yang berkaitan dengan produk pelayanan masyarakat,

termasuk di Kabupaten Bantul Propinsi DIY memerlukan adanya interaksi yang sinergis

diantara ketiga komponen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Demikian juga

dalam hal pembuatan SIUP, IG, dan IMB yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak



masyarakat dan swasta sebagai pengguna dari produk UPTSA, tentu harus dilandasi

azas akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah

dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil

dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal

ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan

dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan lainnya, seperti

menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak

transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya

fasilitas, sarana dan prasarana pelayana.n, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum,

waktu dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-

tindakan yang berindikasikan penyimpangan dan KKN.

Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum

dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan

publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan

akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja

birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan

masyarakat.

Dani latar belakang masalah diatas, maka perlu dilakukan studi tentang

kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik di Unit Pelayanan Terpadu

Satu Atap (UPTSA) di Kabupaten Bantul dengan tujuan untuk perbaikan pelayan di

masa yang akan datang.

A. PELAYANAN DALAM PERSPEKTIF PELANGGAN (CUSTOMER

SATISFACTION)

Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik

dapat dilihat dari sejauh mana pelanggan atau orang yang dilayani menyatakan

kepuasannya. Pernyataan tentang kepuasan tersebut dapat dilihat dari persepsi mereka

terhadap produk pelayanan yang telah diberikan. Persepsi pelanggan sangat penting

dalam menilai kualitas pelayanan publik. Teknik pengukuran kepuasan pelanggan

sebenarnya banyak berasal dari teknik yang dikembangkan di dalam pemasaran bagi

perusahaan-perusahaan swasta yang berorientasi kepada profit. Masih dalam kaitannya

dengan kualitas pelayanan Fitzsimmons (1994:190) mengutarakan bahwa kualitas



pelayanan merupakan sesuatu yang kompleks, sehingga untuk menentukan sejauhmana

kualitas dari pelayanan tersebut dapat dilihat dari 5(lima) dimensi, yaitu:

1. Reliability, kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar, jenis

pelayanan yang telah dijanjikan kepada konsumen/pelanggan.

2. Responsiveness, kesadaran atau keinginan untuk membantu konsumen dan

memberikan pelayanan yang cepat.

3. Assurance, pengetahuan atau wawasan, kesopanan santunan, keperca.yaan diri

dari pemberi layanan, serta respek terhadap konsumen.

4. Emphaty, kemauan pemberi layanan untuk melakukan pendekatan, memberi

perlindungan, serta berusaha untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan

konsumen.

5. Tangibles, penampilan para pegawai dan fasilitas fisik lainnya, seperti peralatan

atau perlengkapan yang menunjang pelayanan.

Pada perkembangannya konsep tentang kualitas pelayanan ini mengalami

penambahan dimensi hingga mencapai 10 (sepuluh) dimensi seperti yang dikemukakan

oleh Morgan dan Murgantroyd (1994:8) yang menyebutkan 10 (sepuluh) kriteria yang

biasa dipergunakan oleh pelanggan dalam persepsi mereka terhadap kualitas pelayanan

publik, yaitu:

1. Reliability, merupakan kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang telah

dijanjikan dengan tepat waktu,

2. Responsibility, kesediaan untuk membantu pelanggan dengan menyediakan

pelayanan yang cocok seperti yang mereka harapkan,

3. Competence, menyangkut pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk

dapat melaksanakan pelayanan,

4. Acces, kemudahan untuk kontak dengan lembaga penyedia jasa,

5. Courtessy, sikap sopan, menghargai orang lain, penuh pertimbangan dan penuh

persahabatan,

6. Communication, selalu memberikan informasi yang tepat kepada pelanggan

dalam bahasa yang mereka pahami, mau mendengarkan mereka yang berarti

menjelaskan tentang pelayanan, kemungkinan pilihan, biaya, jaminan pada

pelanggan bahwa masalah mereka akan ditangani,

7. Credibility, dapat dipercaya, jujur dan mengutamakan kepentingan pelanggan,



8. Security, bebas dari resiko, bahaya dan keragu-raguan,

9. Understanding the customer, berusaha untuk mengenal dan memahami

kebutuhan pelanggan dan menaruh perhatian pada mereka secara individual,

10. Appearance presentation, penampilan dari fasilitas fisik, penampilan personal

dan peralatan yang dipergunakan.

Hampir sama dengan konsep diatas, secara spesifik Zeithaml (1990:21-22)

menyebutkan sebagai SERVQUAL DIMENSIONS, yang meliputi:

a) Tangibles, yaitu penampakan fasilitas fisik, peralatan, personel dan

bahan komunikasi,

b) Reliabilitas, yaitu kemampuan untuk menunjukkan pelayanan yang

dijanjikan secara akurat dan dapat diandalkan,

c) Tingkat Responsifitas, yaitu keinginan untuk membantu pelanggan dan

memberikan pelayanan yang tepat,

d) Kemampuan/kompetensi, yaitu memiliki keterampilan dan pengetahuan

dalam memberikan pelayanan,

e) Keramahan, yaitu hormat, hangat dan sopan,

f) Kredibilitas, yaitu dapat dipercaya, kepercayaan dan kejujuran,

g) Keamanan, yaitu aman dari resiko, bahaya dan ragu-ragu,

h) Akses, yaitu kedekatan dan kemudahan untuk kontak,

i) Komunikasi, yaitu kemampuan untuk menjelaskan pada pelanggan

dengan bahasa yang mereka pahami dan mendengarkan keluhannya,

j) Pemahaman pada pelanggan, yaitu usaha untuk memahami kebutuhan

pelanggan.

B. TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK

Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas

dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak

yang membutuhkan informasi.

Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya meliputi:

1. Manajemen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik

meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian



oleh masyarakat. Kegiatan tersebut harus dapat diinformasikan dan mudah

diakses oleh masyarakat;

2. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu

sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta

cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan.

Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah

dipahami, dan mudah dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk Bagan Alir (Flow

Chart) yang dipampang dalam ruangan pelayanan.

Bagan Alir sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berfungsi

sebagai:

a. Petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan;

b. Informasi bagi penerima pelayanan;

c. Media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan mengenai

prosedur pelayanan kepada penerima pelayanan;

d. Pendorong terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan

efisien;

e. Pengendali (control) dan acuan bagi masyarakat dan aparat pengawasan

untuk melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap konsistensi pelaksanaan

kerja.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Bagan Alir, adalah:

a. Bagan Alir harus mampu menggambarkan proses pelayanan,

petugas/pejabat yang bertanggung jawab untuk setiap tahap pelayanan,

unit kerja terkait, waktu, dan dokumen yang diperlukan, dimulai dari

penerimaan berkas permohonan sampai dengan selesainya proses

pelayanan;

b. b. Model Bagan Alir dapat berbentuk bulat, kotak dan tanda panah atau

disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja masing-masing;

c. Ukuran Bagan Air disesuaikan dengan luas ruangan, ditulis dalam huruf

cetak dan mudah dibaca dalam jarak pandang minimal 3 (tiga) meter oleh

penerima pelayanan atau disesuaikan dengan kondisi ruangan;



d. Bagan Alir diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh penerima

pelayanan.

3. Persyaratan Teknis dan Administratif Pelayanan

Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang

telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis dan atau

persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menentukan persyaratan, baik teknis maupun administratif harus

seminimal mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai/relevan dengan

jenis pelayanan yang akan diberikan. Harus dihilangkan segala persyaratan yang

bersifat duplikasi dari instansi yang terkait dengar~ proses pelayanan. Persyaratan

tersebut harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan,

ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga)

meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.

4. Rincian Biaya Pelayanan

Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan

apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara

pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kepastian dan rincian biaya pelayanan publik harus diinformasikan secara jelas

dan diletakkan di dekat loket pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca

dalam jarak pandang minimum 3(tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.

Transparansi mengenai biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal

mungkin pertemuan secara personal antara pemohon/penerima pelayanan dengan

pemberi pelayanan. Unit pemberi pelayanan seyogyanya tidak menerima pembayaran

secara langsung dari penerima pelayanan. Pembayaran hendaknya diterima oleh unit

yang bertugas mengelola keuangan/Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah/unit pelayanan.

Di samping itu, setiap pungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai dengan

tanda bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

5. Waktu Penyelesaian Pelayanan

Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu

pelayanan publik mulai dari dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan teknis dan atau

persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan.



Unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan harus

berdasarkan nomor urut permintaan pelayanan, yaitu yang pertama kali mengajukan

pelayanan harus lebih dahulu dilayani/diselesaikan apabila persyaratan lengkap

(melaksanakan azas First In First Out/FIFO).

Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan publik harus diinformasikan

secara jelas dan diletakkan di depan loket pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan

dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3(tiga) meter atau disesuaikan dengan

kondisi ruangan.

6. Pejabat yang Berwenang dan Bertanggung Jawab

Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan

dan atau menyelesaikan keluhan/ persoalan/sengketa, diwajibkan memakai tanda

pengenal dan papan nama di meja/tempat kerja petugas.

Pejabat/petugas tersebut harus ditetapkan secara formal berdasarkan Surat

Keputusan/Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang.

Pejabat/petugas yang memberikan pelayanan dan menyelesaikan keluhan harus

dapat menciptakan citra positif terhadap penerima pelayanan dengan memperhatikan:

a. Aspek psikologi dan komunikasi, serta perilaku melayani;

b. Kemampuan melaksanakan empadai terhadap penerima pelayanan, dan

dapat merubah keluhan penerima pelayanan menjadi senyuman;

c. Menyelaraskan cara penyampaian layanan melalui nada, tekanan dan

kecepatan suara, sikap tubuh, mimik dan Pandangan mata;

d. Mengenal siapa dan apa yang menjadi kebutuhan penerima pelayanan;

e. Berada di tempat yang ditentukan pada waktu dan jam pelayanan.

7. Lokasi Pelayanan

Tempat dan lokasi pelayanan diusahakan harus tetap dan tidak berpindah-pindah,

mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana

yang cukup memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika

(telematika).

Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan, dapat

membentuk Unit Pelayanan Terpadu atau pos-pos pelayanan di Kantor

Kelurahan/Desa/Kecamatan serta di tempat-tempat strategis lainnya.



8. Janji Pelayanan

Akta atau janji pelayanan merupakan komitmen tertulis unit kerja pelayana.n

instansi pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Janji pelayanan ditulis secara jelas, singkat dan mudah dimengerti, menyangkut

hanya hal-hal yang esensial dan informasi yang akurat, termasuk di dalamnya mengenai

standar kualitas pelayanan.

Dapat pula dibuat "Motto Pelayanan", dengan penyusunan kata-kata yang dapat

memberikan semangat, baik kepada pemberi maupun penerima pelayanan.

Akta/janji, motto pelayanan tersebut harus diinformasikan dan ditulis dengan

huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3(tiga) meter atau

disesuaikan dengan kondisi ruangan.

9. Standar Pelayanan Publik

Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan

masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada

masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.

Standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima

pelayanan.

Standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan

jaminan bahwa janji/komitmen yang dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti

oleh para pemberi dan penerima pelayanan.

10. Informasi Pelayanan

Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat, setiap unit

pelayanan instansi pemerintah, wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan,

biaya, waktu, standar, akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat/petugas yang

berwenang dan bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan di atas. Publikasi dan

atau sosialisasi tersebut di atas melalui antara lain, media cetak (brosur, leaflet, booklet),

media elektronik (Website, Home-Page, Situs Internet, Radio, TV), media gambar dan

atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.



C. AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK

Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik

kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pelayanan publik meliputi:

1. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik

a. Akuntabilitas kinerja pelayana.n publik dapat dilihat berdasarkan proses

yang antara lain meliputi: tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas,

kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan

kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan;

b. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar atau

Akta/Janji Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;

c. Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,

baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan

instansi pemerintah. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal pencapaian

standar, harus dilakukan upaya perbaikan;

d. Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan publik

harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan;

e. Masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan secara

berkala sesuai mekanisme yang berlaku;

f. Disediakan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian dalam

pelayanan publik, atau jika pengaduan masyarakat tidak mendapat

tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik

a. Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan;

b. Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya pelayanan

publik, harus ditangani oleh Petugas/Pejabat yang ditunjuk berdasarkan

Surat Keputusan/Surat Penugasan dari Pejabat yang berwenang.

3. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik

a. Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan dari segikualitas dan keabsahan produk pelayanan;



b. Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

c. Produk pelayana.n diterima dengan benar, tepat, dan sah.

D. PENGADUAN MASYARAK,AT

1. Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang

diberikan aparatur pemerintah, perlu disediakan akses kepada masyarakat

untuk memberikan informasi, saran/ pendapat/tanggapan,

complaint/pengaduan dalam bentuk kotak pengaduan, kotak pos, atau satuan

tugas penerima pengaduan yang berfungsi menerima dan menyelesaikan

pengaduan masyarakat;

2. Setiap orang yang menyampaikan pengaduan, baik secara tertulis maupun

secara langsung kepada pejabat/petugas penerima pengaduan diberi

surat/formulir tanda bukti pengaduan;

3. Pada surat/formulir tanda bukti pengaduan disebutkan nama dan jabatan

pejabat/petugas yang berwenang untuk menyelesaikan masalah/pengaduan

tersebut dan jangka waktu penyelesaiannya;

4. Masukan masyarakat, baik berupa informasi, saran, pendapat, tanggapan

dan atau pengaduan hendaknya ditindaklanjuti dengan langkah-langkah

upaya perbaikan pelayanan oleh unit pelayanan instansi pemerintah yang

bersangkutan;

5. Apabila dalam pengaduan terdapat masyarakat yang dirugikan, perlu

dipertimbangkan pemberian kompensasi;

6. Pengaduan tertulis baik melalui surat maupun media elektronik oleh

masyarakat harus disampaikan secara jelas dan bertanggungjawab dengan

menyebutkan nama, alamat dan identitas yang sah (bukan "surat kaleng").

7. Apabila dalam pengaduan ternyata terjadi penyimpangan yang dilakukan

oleh petugas pelayanan, maka perlu diberikan sanksi kepada petugas yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

pelayanan publik, digunakan pengukuran melalui Indeks Kepuasan Masyarakat yang

diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor



KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

METODE PENELITIAN

1. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian primer yaitu penelitian yang datanya diambil

langsung dari sumber data yaitu masyarakat pengguna layanan Unit Pelayanan Sam

Atap (UPTSA) di Kabupaten bantul.

Dalam penelitian ini akan membahas kepuasan masyarakat dalam proses pelayanan

UPTSA di Kabupaten Bantul, penelitian ini dikategorikan penelitian terapan (applied

research). Penelitian terapan adalah penyelidikan yang hati-hati, sistematik dan terus

menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segera untuk

keperluan tertentu. Penelitian ini memilih masalah yang ada hubungannya dengan

keinginan masyarakat serta memperbaiki praktek-praktek yang ada dilapangan, dan

penelitian ini diharapkan dengan segera dapat diumumkan dalam waktu yang tepat

supaya penemuan dari hasil riset tidak kadaluwarsa.

2. POPULASI DAN SAMPEL

Penggunaan karakteristik sampel untuk memperoleh keterangan mengenai

karakteristik populasi dari mana sampel tersebut dipilih merupakan prosedur yang

fundamental dalam penelitian survei. Sampel yang representatif harus dipilih dengan

sedemikian rupa agar hasil karakteristik sampel tersebut dapat memberi gambaran yang

tepat tentang karakteristik populasi yang diteliti.

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah simple random

sampling (Moh. Nazir, 1988) untuk rekanan pelaksanaan kegiatan dan cluster random

sampling untuk penerima manfaat bangunan. Dalam penelitian ini kita menginginkan

suatu ketepatan yang lebih tajam terhadap masalah yang kita amati, sehingga kita perlu

membagi lebih dahulu populasi atas cluster-cluster menurut propursi yang diperlukan.

Pembagian dalam populasi ini atas cluster-cluster akan memberikan pada kita dua hal:

a. Homogenitas yang lebih nyata di dalam masing-masing sub populasi

b. Heterogen yang nyata antar sub populasi yang mengajukan permohonan

pembuatan IMB, HO, SIUP dan Akte di UPTSA (dinas perijinan)

Kabupaten Bantul 2007/2008.



3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk

keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam

metode ilmiah, karena pada umumnya, data yang dikumpulkan digunakan, kecuali

untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Data yang

dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan, validitas dari data dapat ditingkatkan

jika alat pengukur serta kualitas dari pengambil datanya cukup valid. Dalam penelitian

ini digunakan berbagai teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Kuesioner

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer yaitu data yang

dikumpulkan langsung dari sumbernya. Teknik ini dipakai untuk mengetahui

kepuasan responden terhadap proses pelayanan UPTSA. Dengan teknik

kuesioner ini diharapkan akan diperoleh data kuantitatif setelah dilakukan

skoring dan selanjutnya dapat dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif

maupun induktif.

b. Wawancara

Untuk lebih mendapatkan data primer, sebagai pelengkap dari teknik kuesioner

perlu ditambah dengan melakukan wawancara kepada responden. Informasi

yang perlu digali lagi yang tidak bisa dilakukan dengan teknik kuesioner perlu

diperdalam dengan menggunakan teknik wawancara, terutama pada responden

yang kurang cakap dalam mengisi kuesioner.

c. Observasi

Agar data yang terkumpul cukup akurat dan menunjukkan keadaan yang

sebenamya maka perlu dilakukan observasi di lokasi pelayanan UPTSA. Data

yang masih agak ragu perlu diiakukan pengecekan ulang ke lokasi pelayanan

agar apa yang tertulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan data sekunder yaitu data

yang tidak langsung dikumpulkan dari sumbernya. Data sekunder ini antara lain

dokumen yang berkaitan dengan pelayanan UPTSA dan beberapa data yang

relevan dengan aktifitas UPTSA termasuk data geografis, demografi, kondisi

makro ekonomi dan lain-lain.



4. TEKNIK ANALISIS DATA

a. Teknik Analisis Enumerative-Statistics

Salah satu aspek penting dalam merencanakan survey adalah menentukan

jumlah sample. Dalam kajian enumarative- statisctics, penentuan suatu kesimpulan

dapat didasarkan pada sample yang diambil dari suatu populasi.

Gambar 2.3. Konsep teknik analisis enumerative-statistics

Teknik sampling secara random akan digunakan untuk jajak pendapat dalam penelitian

ini. Random sampling ini tentunya akan memperhatikan homogenitas dan heteregonitas

dari populasi. Untuk mendesain jumlah sample yang akan digunakan, dapat

mendasarkan pada Proportion Method. Berdasarkan teknik sampling ini maka jumlah

sample adalah tidak harus seluruh populasi yang ditentukan.

dengan,
n = jumlah sample,
N = jumlah populasi,

Err = margin error = ± 1.96 untuk confidence interval 5%

Z?/2 = nilai standard deviation pada degree of confidence
P = prior probability dari populasi (p = 0.5 jika tidak terdapat informasi)

Uji variansi dari populasi (o- z) guna mengetahui tingkat akurasi hasil survey:

dengan s2 adalah variance dari masing-masing sample =

Kesimpulan
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b. Model Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan (Y.1) adalah kinerja pemerintah daerah dilihat dari aspek

pelayanan kepada masyarakat yang diukur dari indikator sbb: kualitas pelayanan,

kepuasan pengguna layanan, sistem pilihan publik, sistem informasi pelanggan, sistem

keluhan pelanggan, dan jaminan mutu.

Kinerja pelayanan jika digambarkan dalam model unidimensionalitas-nya

dimana dipengaruhi oleh enam faktor, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.4. Model Variabel Kinerja Pelayanan

Keterangan:
Y1.1 = Kualitas layanan
Y1.2 = Kepuasan pengguna layanan
Y1.3 = Sistem pilihan publik
Y1.4 = Sistem infomiasi pelanggan
Y1.5 = Sistem keluhan pelanggan
Y1.6 = Jaminan mutu

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya untuk mengukur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

digunakan alat ukur Indek Kepuasan masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara

kuantitaif dan kualitaif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari

aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan

kebutuhan.

Teknik pengolahan data dengan menggunakan IKM dengan menggunakan

prosedur sebagai berikut: Nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata

tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan

KINERJA
PELAYANAN ( Y.1)

Y.1.1 Y.1.2 Y.1.3 Y.1.4 Y.1.5 Y.1.6



masyarakat terhadap n unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki

penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot Nilai rata-rata = Jumlah bobot/Jumlah unsur = 1/n

Untuk memperoleh IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata

terti.mbang dengan rumus sebagai berikut:

Total dari Nilai Persepsi per unsur
IKM = X Nilai Penimbang

Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan intrepretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka

hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai 25, dengan rumus sebagai

berikut:

IKM unit pelayanan X 25

Dani hasil perhitungan IKM kita bandingkan dengan table di bawah ini, angka

perhitungan IKM masuk dalam kategori apa.

TABLE 2.2. NILAI PERSEPSI, INTERVAL IKM, INTERVAL KONYERSI
IKM,MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYAN

Nilai
Persepsi

Interval IKM
Interval Konversi

IKM
Mutu

Pelayanan
Kinerja Unit
Pelayanan

1 1.00- 1.75 25.00-43.75 D Tidak Balk

2 1.76- 2.50 43.78-82.50 C Kurang Balk

3 2.51-3.25 62.51-81.25 B Balk

4 3.26-4.00 81,26-100 A Sangat Balk

Sumber: KepMen PAN No Kep/25/M.PanRR004

E. ANALISIS DATA

Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi

pemerintah daerah yang mempunyai tujuan untuk pelayanan. Hal yang tidak disangkal

adalah bahwa keputusan dalam kegiatan pelayanan sangat menentukan kepuasan

masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, dan ini sangat berpengaruh terhadap

proses pembangunan ekonomi dalam jangka panjang, organisasi pemerintah daerah

memerlukan berbagai macam informasi baik dari dalam maupun dari luar organisasi



pemerintah daerah. Jenis dan informasi yang diperlukan, tergantung kepada tingkat

keputusan yang disusun.

Proses pengambilan keputusan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling

terkait, tertuju kepada pemilihan dari berbagai alternative. Langkah pengambilan

keputusan ini dapat bervariasi, namun pada dasarnya akan meliputi berbagai kegiatan

berikut: perumusan masalah, pemilihan model, pengumpulan informasi, analisis data,

evaluasi alternative, dan pengambilan keputusan. Satu tahapan tidak harus diselesaikan

secara menyeluruh sebelum tahap selanjutnya dimulai. Dalam banyak kasus, satu, atau

lebih tahapan ini perlu dimodifikasi sebelum hasil akhir diimplementasikan. Akibatnya,

semua tahapan yang berurutan akan berubah. Misalnya, pengujian solusi mungkin

memberikan indikasi bahwa model atau data yang digunakan tidak benar. Artinya,

semua tahapan setelah perumusan perlu dimodikasi.

Sebelum data dianalisis, maka responden pengisi data yang sudah kita peroleh

melalui kuesioner dan wawancara perlu kita klasisifikasikan terlebih dulu dan kemudian

barn kita anlaisis. Dalam bab ini akan dibahas hasil penilaian kuesioner responden

terhadap pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Sam Amp Pemerintah Kabupaten Bantul.

G. SARAN RESPONDEN

Dani analisa data dapat klasifikasikan jenis saran masyarakat pengguna UPT'SA

kepada Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut: 22 % responden mengusulkan

agar pelayanan lebih ditingkatkan, 9% responden menginginkan agar dipermudah

prosedurnya, 7% responden menyarankan agar kedisiplinan ditingkatkan, 6% responden

menyarankan agar pelayanan dipercepat, dan 2% responden meninginkan agar penataan

ruang ditingkatkan kenyamanannya, serta 2% responden menging'mkan agar keramahan

petugas ditingkatkan. Sedangkan 39 % responden tidak menjawab.

Gambar 5.1. Saran Responden terhadap keberadaan UPTSA



TABEL 5.4. SARAN RESPODEN TERHADAP PELAYANAN UPTSA

NO JENIS SARAN
JUMLAH

RESPONDEN
1 Lebih disiplin 21
2 Sudah cukup balk 17
3 Biaya mahal 20
4 Biaya sudah tepat 3
5 Lebih dibngkatkan 68
8 Dipermudah pelayanannya 28
7 Pelayanan dipercepat 18
8 Penataan ruang drbngkaflcan 7
9 Keramahan di5ngkaUcan 5
10 Dipedukan penggunaanlT 3
12 Tidak men jawab 124
Jumlah 314
Sumber: Data Primer 2008 (diolah)

G.1. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat diambil rekomendasi untuk

perbaikan pelayanan di Dinas Perijinan kabupaten Bantul sebagai berikut:

TABEL 5.5. REKOMENDASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PELAYANAN
DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL

NO
UNSUR

PELAYANAN
ALTERNATIF PEMECAHAN

MASALAN
KEBYAKAN

1 Kapabilitas
Petugas

Melakukan Ironsolidasi
Kapabilihds, system operasi dan
Sumber daya yang dimiliki
dalam memberikan pelayanan,
sehingga janji yang akan
disampaikan kepada konsumen
tidak akan jauh berbeda dengan
realisasinya

1. Pendidikan dan pelatihan peningkatan
loyalitas pelayanan terutama bagi staf
yang secara langsung bedibat dengan
kegiatan melayani konsumen.

2. Pemberdayaan (kebebasan yang
bertanggung jawab)petugas pelayanan
pelanggan dengan memotivasi dirinya
urrtuk bertindak sesuai wewenang

3. Petugas bersikap proaktif dan kurangi
reaktif, Petugas jangan menunggu
perintah, bertindakla, terimalah
tanggung jawab pribadi untuk
kepuasan pelanggan.

4. Penambahan Sumber daya pendukung
dan kewenangan staf dalam
meningkatkan kapabilitas dalam
memenuhi janji konsumen.

5. Memonitor indicator kinerja
pelayanan dan mengambil tindakan
perbaikan yang diperlukan



NO
UNSUR

PELAYANAN
ALTERNATIF PEMECAHAN

MASALAN
KEBYAKAN

6. Peningkatan kemampuan karyawan
dalam memanfaatkan peralatan dan
teknologi yang digunakan dalam
menunjang aktivitas peningkatan
pelayanan

7. Selain peningkatan kemampuan
petugas pelayanan diperlukan
dukungan sarana dan prasaran dalam
menunjang kemajuan tehnologi

2 Etika dan
Tanggung Jawab

Memberi perhatian yang tulus
kepada pelanggan dengan
berupaya memahami keinginan
serta keluhan pelanggan

1. Memposisikan karyawan dengan tepat
sesuai keahlian, sehingga efektif
dalam melakukan pelayanan.

2. Seluruh Karyawan memiliki informasi
yang menyeluruh terhadap apa yang
diinginkan pimpinan, sehingga
pekerjaan yang dilakukan karyawan
mudah dievaluasi.

3. Seluruh karyawan memahami
prosedur dalam pengurusan jenis
pelayanan

4. Menerima keluhan pelanggan dan
menindaklanjuti keluhan tersebut

3. Kenyamanan Memberikan kenyamanan
gedung dan ruangan bagi
konsumen dalam mengurus
produk di Dinas Perijinan

1. Mendesain ruangan sesuai dengan
keinginan konsumen

2. Memberi kesempatan kepada
pelanggan untuk menyampaikan
keluhan

Transparan Memberikan kemudahan
persyaratan dalam memperoleh
jenis pelayanan

1. Pembuatan prosedur yang
mempermudah pelanggan dalam
memperoleh jenis pelayanan

2. Membuat SOP (Standar Operation
Program) untuk setiap jenis pelayanan

3. Pembuatan TV monitor yang berisi
informasi syarat-syarat pengurusan
jenis pelayanan di ruang tunggu
(seperti di Bandara)

5 Akuntabilitas Kejelasan biaya dan waktu yang
dibutuhkan dalam pengurusan
jenis pelayanan

1. Penetapan biaya tiap jenis pelayanan
yang transparan

2. Penetapan waktu maksimal pelayanan
terhadap jenis pelayanan

6 Adil Setiap pelanggan yang datang
lebih dahulu diutamakan

1. Tidak membedakan status social
pelanggan.

2. Membuat metode antrian yang efektif
bagi pelanggan, setjap urusan jenis
pelayanan didasarkan dengan nomor
antrian.

Sumber: Hasil Analisis Studio



G.2. KELUHAN RESPONDEN
Dan basil analisis terhadap jawaban respoden dalam questioner dapat

disimpulkan hasil keluhan responden terhadap pelayanan di Dinas Perijinan Kabupaten

Bantul sebagai berikut:

1. Sebaiknya prosedur di tingkat kecamatan tidak dipersulit, disamakan dengan

yang di kabupaten

2. Ada beberapa kelurahan, yang memberikan tambahan biaya dalam pengurusan

jenis pelayanan.

3. Penambahan layanan perijinan dengan fasilitas telepRIGn (agar konfirmasi lebih

mudah /ijin yang sudah jadi/terproses), internet, pelayanan online.

4. Untuk pelayanan di Dinas Perijinan sebaiknya diperhatikan lagi layout ruangan,

penambahan mikrofon agar ketika dipanggil orang yang bersangkutan

jelas/dapat cepat merespon.
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